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BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR H7 TAHUN 2021

TENTANG
ERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11 TAHUN

2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

. bahwa kebijakan penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan yanga.
telah berumur lama dan tidak digunakan lagi dalam rangka
menghasilkan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan di Neraca yang
menggambarkan kondisi yang sewajarnya, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurufb.
a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah,

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan1
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan3.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,4.
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan5.
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan6.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),

10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533),

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah,

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1752),

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547):

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083):

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun
2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati



Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 tetap mengacu pada
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Bupati
Pasaman Nomor 34 Tahun 2018 dengan mempedomani beberapa perubahan
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari peraturan Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

Te
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3! Desember 2021
BUPATI PASAMAN,
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BENNY UTAMA

Ditlndangkan di Lubuk Sikaping
padatanggal 3 Desember 2021

NN Maia
DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

MARX ONDAK

DERITA
DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR ..47
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 21! DESEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11

IV.

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

PENGAKUAN
F. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh,

2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal,
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum
dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam
pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui
sebagai KDP aset yang bersangkutan.
Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika
konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan
manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.
Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait
dengan variasi penyelesaian KDP, sebagai berikut:
l. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh
Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan
oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah
(walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset
tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut
masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.

4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah
digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih
diakui sebagai KDP.

5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam
pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force
majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat

pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar
pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

6. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui
sebagai KDP.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh
karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian



lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan
penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk
sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan
kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan
pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan
manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan
kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
Berikut ketentuan pengakuan KDP berdasarkan umur:

BUPATI PASAMAN,
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,

BENNY UTAMA

Dibawah 3 tahun Diakui sebagai KDP

3-5 tahun Proses verifikasi dan evaluasi untuk dieliminasi dari
Neraca

Diatas 5 tahun Penghapusan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah
dan dieliminasi dari Neraca


